Menimbang

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR

. 051.2/Kep. 551- DPMD/2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis
dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja
dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;

bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan
perubahan Renja setelah menerima surat edaran
Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan
Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan
berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan
hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai
dengan triwulan II tahun berjalan;

bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal
367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan
Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah
kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi,
setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan
akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan
kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah;




Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2022; g

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);




10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan  Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
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Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja
dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 210);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019
Nomor 7, Seri E.5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan




Memperhatikan

28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021
Nomor 6);

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2021 Nomor 93);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 142 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2021 Nomor 142);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26
Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2022 Nomor 26).

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 109 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Perubahan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 109);

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.45 —
Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon;

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 051.2/Kep.445 —
DPMD/2022 tentang tentang Tim Penyusun
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa  Kabupaten  Cirebon
Tahun 2022.

Surat Edaran Bupati Cirebon
Nomor 151.1/1756/Bappelitbangda tanggal 2 Juni
2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan
RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2022;

Surat Kepala Bappelitbangda / Berita Acara Desk
Perubahan Renja Perangkat Daerah
Nomor 051.2/065 PPM /2022 tanggal 26 Agustus
2022 perihal Berita Acara  Verifikasi/Desk
Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Tahun 2022.




Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

Melakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
Tahun 2022 terutama terkait pagu anggaran dan target
indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I

Bab II

Bab III

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Cirebon Tahun 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2022 dan Renstra capaian Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Cirebon

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan
RKPD

2.5 Penelaahan uraian Program dan Kegiatan
masyarakat

Tujuan, Sasaran, Rencana Kerja dan
Pendanaan Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan
Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.3 Program kegiatan, Perubahan Rencana
Kerja dan Pendanaan perangkat Daerah

Bab IV Penutup

Uraian

sistematika Perubahan Renja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini.




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEEENAM

KETUJUH

Maksud disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2022
yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
menyusun dan mensinkronisasikan perubahan
perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program,
kegiatan dan  subkegiatan pembangunan = serta
mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun
berjalan berdasarkan capaian target indikator program
yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada
Perubahan RKPD Tahun 2022

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
Tahun 2022 yaitu :

1. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2019-2024;

2. sebagai pelaksana teknis Kkegiatan  prioritas
pembangunan daerah;

3. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi
perencanaan dan penganggaran pembangunan antar
sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan
pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD
Tahun 2022;

4. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja
perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator
kinerja sasaran, outcome dan output yang telah
ditetapkan;

Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai

tanggungjawab atas pencapaian target sasaran strategis

yang tercantum dalam Perubahan Renja tahun 2022

Sekretaris Dinas, Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna
Anggaran mempunyai tanggungjawab atas pencapaian
target outcome program yang tercantum dalam Perubahan
Renja Tahun 2022 dan indikator kinerja kunci yang
bersifat outcome

Sub Koordinator atau pejabat fungsional yang setara selaku
Pejabat  Pelaksana  Teknis Kegiatan = mempunyai
tanggungjawab atas pencapaian target output kegiatan dan
subkegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dan
indikator kinerja kunci yang bersifat output




KEDELAPAN . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,

V’ N
-~  IMRON

Tembusan :
1. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat di Bandung;

2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 051.2/Kep551 - DPMD/2022
TANGGAL : 27 Oktobar 2022
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

BAB L.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan  ketentuan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa ini mengacu pada Rancangan RKPD
Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun 2022, serta memperhatikan
hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
tahun berkenaan dan perkiraan capaian sampai akhir tahun
berjalan (tahun n atau 2022) untuk perbaikan dan peningkatan
kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Perubahan
Kabupaten Cirebon Tahun 2022 menjadi acuan perumusan
program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja
Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai
dengan rencana program prioritas pada rancangan RKPD
Perubahan. Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan,
kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju

berdasarkan program prioritas rancangan RKPD Perubahan




2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan
dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana
Kerja Perubahan Tahun 2022.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2022, maka akan
dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga renja Perubahan

tahun 2022 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya

tujuan akhir bersama.

BUPATI CIREBON,




